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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas 
bahwa, sebagai berikut. 
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial 
menurut ketentuan menjadi dua kewenangan yang berbeda, yaitu 
Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi 
sosial bekas korban penyalahgunaan napza, Daerah Provinsi mempunyai 
kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk 
bekas korban penyalahgunaan napza, dan Daerah Kabupaten/Kota 
mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial 
bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza.   
2.  Berdasarkan hasil penulisan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang 
dilakukan tidak sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial 
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi 
Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan zat Adiktif 
lainnya, yang dalam Pasal 1 nomor 10 menyatakan lembaga yang 
melaksanakan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Napza baik 
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milik Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Akan tetapi 
dalam pelaksanaannya masih belum efektif, karena masih terdapat 
korban yang setelah direhabilitasi kembali menggunakan narkotika 
karena pengaruh lingkungan dan keluarga yang tidak mendukung 
kesembuhan korban penyalahguna.  
 
B. Saran 
 Berdasarakan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan Kementerian Sosial dan jajaran yang dibawah naungannya dapat 
bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan dapat 
meningkatkan koordinasi antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian 
sosial maupun Dinas Sosial terkait dengan pola pelaksanaan rehabilitasi sosial 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 
2. Diharapkan lembaga-lembaga yang bersangkutan dapat saling bekerjasama 
dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke 
dalam lembaga Rehabilitasi. Diharapkan sebagai orang tua korban 
penyalahgunaan narkotika, tidak hanya diam saja apabila mengetahui bahwa 
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anaknya menggunakan narkotika, segara di melaporkan ke institusi penerima 
wajib lapor, atau ke instansi yang melaksanakan rehabilitasi sosial. 
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